ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 6/TU.03.1-NK/01/KPU/111/2020
NOMOR: KE.00.00/31/2020

TENTANG
PENYELAMATAN, PELESTARIAN, DAN PEMANFAATAN ARSIP PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh,

bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. ARIEF BUDIMAN . selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor
29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU.

2. M. TAUFIK . selaku Plt. Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Arsip Nasional Republik Indonesia yang
berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta
Selatan 12560, selanjutnya disebut sebagai PIHAK




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan
Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas
melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;

Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga
pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang

kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);




Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1578);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatf Non Kepegawaian dan Non
Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1773);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan  Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan
Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal

Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK031-KPT/04/KPU/V/2019
tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK perlu mengadakan kerja sama
yang saling menguntungkan dalam rangka Penyelamatan, Pelestarian, dan
Pemanfaatan Arsip Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota,
dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawabh ini:




PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur rencana kerja

sama tentang Penyelamatan, Pelestarian dan Pemanfaatan Arsip

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan tujuan agar
dapat  dijadikan sebagai pedoman PARA PIHAK  dalam
mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini.
Dalam upaya menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK harus
mendasarkan pada asas:
a. Keamanan;

Kerahasiaan;

Kemanfaatan;

Tertib hukum; dan

Efektif dan efisien.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama ini meliputi

a.

Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan PIHAK
KESATU,;

Pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan PIHAK
KESATU;

Penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan arsip Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak.




PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk
Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK yang mengatur secara rinci hal-
hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-
waktu apabila diperlukan untuk membahas implementasi Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

" PASAL 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun,
terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud
mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut
secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini
diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.




PASAL 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana tercantum dalam

Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung masing-

masing sebagai berikut:
a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk :  Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia;

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Jakarta Pusat, 10310

Telepon o (021) 31937223

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk :  Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik
Indonesia

Kedudukan . Arsip Nasional Republik Indonesia
Jalan Ampera Raya Nomor 7,
Jakarta Selatan, 12560

Telepon . (021) 7805851




(2) Apabila terdapat penggantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PIHAK yang melakukan penggantian pejabat penghubung
menginformasikan kepada PIHAK lain sehingga dapat diketahui.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang
disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar
kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA yang bersifat
force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai
keadaan memaksa (force majeure).

(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) meliputi namun
tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan
di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara,
dan Peraturan Pemerintah yang memaksa sistem tidak diizinkan digunakan
lagi atau dilarang yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal timbul keadaan memaksa (force majeure) salah satu PIHAK waijib

memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-
bukti yang kuat selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh
empat) jam.

PASAL 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel dinas, asli pada
kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1
(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.




(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,
Plt. Kepala Arsip Nasional Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Republik Indonesia




